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ABSTRAK 
 

TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR ATAS PEKERJAAN 
KONSTRUKSI YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN PENYELESAIAN 

PEMBANGUNAN GEDUNG 
 

NABILA EMI PARHANY DALIMUNTHE  
NPM : 218400050 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kegagalan penyelesaian 
pembangunan gedung yang menjadi perhatian dalam dunia jasa konstruksi, 
khususnya yang melibatkan kontraktor sebagai pihak pelaksana pekerjaan. 
Kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga 
menimbulkan permasalahan hukum antara pemberi kerja dan penyedia jasa 
konstruksi. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana bentuk tanggung 
jawab hukum kontraktor ketika terjadi kegagalan dalam penyelesaian proyek, serta 
apa saja faktor penyebab utama dari kegagalan tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum tanggung jawab kontraktor 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi 
faktor-faktor penyebab kegagalan penyelesaian pembangunan gedung dalam 
praktik lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
dengan analisis kualitatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier, serta dilengkapi wawancara dengan pihak CV. Raja Sarana Perkasa. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi terhadap kontraktor didasarkan 
pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 67 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan ketentuan kontrak kerja 
konstruksi yang berlaku. Penyelesaian sengketa di CV. Raja Sarana Perkasa 
dilakukan melalui pemutusan kontrak disertai mekanisme klaim ganti rugi dan/atau 
sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Bentuk tanggung jawab 
kontraktor meliputi kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, membayar 
denda keterlambatan, memberikan ganti rugi, serta tetap bertanggung jawab atas 
kegagalan bangunan selama masa tanggung jawab yang ditetapkan. 
Kesimpulannya, tanggung jawab hukum kontraktor merupakan bentuk 
pertanggungjawaban menyeluruh yang harus dipenuhi sejak awal hingga akhir 
masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan dapat dibuktikan melalui dokumentasi 
yang akuntabel. 
 
Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, Kontraktor, Jasa konstruksi, 
Kegagalan proyek, Wanprestasi. 
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ABSTRACT 

 

LEGAL RESPONSIBILITY OF CONTRACTORS FOR CONSTRUCTION 

WORK RESULTING IN FAILURE OF BUILDING CONSTRUCTION 

COMPLETION 

 

NABILA EMI PARHANY DALIMUNTHE  

NPM : 218400050 

This research is motivated by the increasing number of cases of failure to complete 
building construction which has become a concern in the world of construction 
services, especially those involving contractors as the implementing party. This 
failure not only impacts material losses, but also gives rise to legal issues between 
the employer and the construction service provider. The main problem studied is 
the form of contractor's legal responsibility when a project fails to complete, as 
well as what are the main factors causing such failure. This research aims to 
determine and analyze the legal basis for contractor's responsibility based on 
applicable laws and regulations and to identify the factors causing failure to 
complete building construction in field practice. The research method used is legal 
research with qualitative analysis. Data were obtained from primary, secondary, 
and tertiary legal materials, and supplemented by interviews with CV. Raja Sarana 
Perkasa. The results of the study indicate that the lawsuit for breach of contract 
against the contractor is based on Article 1243 of the Civil Code, Article 67 of Law 
Number 2 of 2017 concerning Construction Services, and the provisions of the 
applicable construction work contract. Dispute resolution at CV. Raja Sarana 
Perkasa is carried out through contract termination accompanied by a 
compensation claim mechanism and/or administrative sanctions in accordance 
with statutory provisions. The contractor's forms of responsibility include the 
obligation to complete the work according to the contract, pay late fines, provide 
compensation, and remain responsible for building failures during the specified 
liability period. In conclusion, the contractor's legal liability is a form of 
comprehensive accountability that must be fulfilled from the beginning to the end 
of the construction work period and can be proven through accountable 
documentation. 

 
Keywords: Legal responsibility, Contractor, Construction services, Project 

failure, Default. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Pembangunan merupakan sebuah aspek fisik yang dapat meningkatkan taraf 

sebuah negara dalam konteks penilaian masyarakat dunia. Pembangunan sendiri 

merupakan sebuah pemaknaan progresif yang sering digunakan dalam sektor publik 

dan domestik yang termasuk di dalamnya adalah politik, sosial dan budaya, 

ekonomi, pendidikan, dan beberapa pertimbangan lain.1 

Kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang semakin 

bertambah pesat yakni khususnya berkembangnya bidang jasa konstruksi 

Indonesia. Kemajuan atau perkembangan tersebut sudah pasti membawa dampak 

nyata terhadap kemajuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan 

untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan 

tujuan pembangunan baik fisik maupun non-fisik memiliki peranan yang penting 

bagi kesejahteraan masyarakat.2 

Indonesia adalah Negara hukum, maka pembangunan yang sedang 

dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan 

dengan masalah tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 

Jasa Konstruksi, mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian 

 
 
 

1 Filiberto J.D. Rengkung, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa 
Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang 
Jasa Konstruksi, Lex Crimen, Vol. 6 No.9, (November 2017), hal. 126. 

2 Sulistijo Sidarto Mulyo, Budi Santoso, Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi. 
(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hal. 186. 
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2  

pembangunan nasional yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar 1945. 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan 

Undang-undang terbaru atas perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 

tentang Jasa Konstruksi yang mana undang-undang lama juga membahas mengenai 

proyek pembangunan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas dasar 

kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kontrak dalam suatu waktu dan tempat 

tertentu, mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik 

atau mengadakan suatu barang tertentu dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh 

pengguna barang atau jasa dalam hal ini pemerintah.3 

Bila melihat pembangunan fisik di Indonesia dalam bentuk gedung 

bertingkat, pusat perbelanjaan, pusat listrik, bendungan, jalan raya dan jembatan, 

lapangan terbang, maka akan terlihat keindahan bangunan tersebut. Untuk 

pembangunan semua itu tentunya diperlukan perencanaan, pelaksanan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh konsultan perencana, pelaksana pekerjaan dan 

konsultan pengawas yang kesemuanya adalah pelaku jasa konstruksi.4 

Jasa Konstruksi sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai layanan jasa 

konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 5 Jasa konstruksi merupakan 

salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai 

peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya 

 
3 Tamatompol Marviel Richard, Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyedia Jasa dan 

Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 
Lex Crimen. Vol. 6, No. 3, (Mei 2017), hal 37. 

4 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Properti, (Jakarta : PPHBI ,2016), hal. 312 
5 Yushar, Tanggung Gugat Kontraktor dalam Kegagalan Bangunan, Media Iuris, Vol. 2, 

No. 3, (Oktober 2019), hal. 408 
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3  

tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan jasa konstruksi 

perlu diatur lebih lanjut untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan 

pekerjaan konstruksi.6 

Jasa konstruksi memiliki fungsi yang sangat krusial dalam keberhasilan 

beragam tujuan untuk menunjang terciptanya tujuan pembangunan nasional, hasil 

pekerjaan konstruksi berkualitas dapat direalisasikan dengan bantuan dan 

dukungan oleh struktur usaha kokoh. Pembangunan di Indonesia berubah menjadi 

pesat dengan perkembangan usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi 

berkembang sebagai industri komersial yang membutuhkan penjelasan mengenai 

peraturan hukum supaya menetapkan dengan pasti untuk pihak-pihak yang 

bersangkutan. Tindakan jasa konstruksi selalu tak lepas oleh permasalahan 

sengketa yang bermula dari penyedia jasa, pengguna jasa ataupun pihak ketiga 

lainnya yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung di dalam proyek 

pengerjaan proyek konstruksi dengan lebih khusus dalam menafsirkan ketentuan- 

ketentuan yang dibuat dalam kontrak konstruksi, baik karena adanya kealpaan atau 

kesengajaan ataupun hal-hal di luar kendali (force majeure)7 

Adapun yang dimaksud dengan kontraktor dalam jasa konstruksi sama 

halnya dengan penyedia jasa, dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan penyedia jasa 

konstruksi adalah pihak yang memberikan layanan jasa konstruksi kepada 

pengguna jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi adalah pihak perorangan atau 

 
 

6 Alam Setya Muchtar, Alexandra K Alsha, Budiman Bryna, Hukum Properti, (Jakarta : 
Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 27 

7 Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto, Pertanggung Jawaban 
Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan, Jurnal USM Law Review, 
Vol. 7, No. 1, (2024), hal. 46 
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4  

badan usaha yang mendapat pekerjaan jasa konstruksi berkaitan dengan 

kemampuannya untuk menyediakan jasa kepada pengguna jasa konstruksi, 

penyedia jasa disini mencakup tiga pihak : perencana konstruksi, pengawas 

konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi.8 

Konstruksi (Construction), menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan 

sebagainya). Kontrak konstruksi menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan 

suatu Kegiatan jasa konstruksi, dengan adanya muatan substansi kontrak yang 

memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya mengenai penyelenggaran pekerjaan konstruksi. Perlu adanya 

kesadaran hukum para pihak dalam pemenuhan kewajiban terhadap substansi 

kontrak yang telah diperjanjikan terkait klausul-klausul yang harus dipenuhi agar 

tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Para pihak dalam kegiatan jasa kontruksi, 

yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.9 

Dalam perkembangannya, terdapat banyak macam dan jenis kontrak yang 

muncul dalam praktik dan bervariasi seiring dengan kebutuhan dalam masyarakat. 

Kontrak sebagai suatu perbuatan hukum yang memberikan landasan dan dasar bagi 

setiap subjek hukum dalam melakukan interaksi atau hubungan hukum dengan 

masyarakat lainnya, mempunya peranan penting dan strategis dalam menjamin 

perlindungan hukum dan kepentingan para pihak serta memberikan kepastian 

kepada para pihak dalam melaksanakan hubungan hukum tersebut Salah satu yang 

 
8 Sulistijo Sidarto Mulyo, Budi Santoso, Op. Cit, hal. 13 
9 Saputra, C. D., & Surahmi, M., Tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja 

konstruksi menurut undang-undang tentang jasa konstruksi, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum 

Kenotariatan, Vol. 11 No. 2, (2022), hal. 186-190. 
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5  

demikian berkembangnya adalah kontrak konstruksi. Istilah kontrak konstruksi 

merupakan terjemahan dari construction contract. Dalam Black’s law dictionary 

definisi dari kontrak konstruksi ini adalah ”Type of contract in which plans and 

specification for construction are made a part of contract itself and commonly it 

secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and 

party for whom bulding is being cinstructed”. Kontrak konstruksi disini maksudnya 

suatu jenis kontrak yang merencanakan dan khusus untuk konstruksi yang dibuat 

merupakan bagian dari kontrak itu sendiri. Kontrak konstruksi umumnya 

melindungi baik itu pihak maupun subskontraktornya.10 

Dalam kontrak konstruksi terdapat kontrak rancang bangun atau turn key 

dimana dalam kontrak ini aspek tugas perencanaan dan pelaksanaan proyek 

sekaligus dilakukan oleh satu kontraktor. Maka dengan demikian konsultan 

perencana tidak mendapatkan tugas dari Pengguna Jasa, tetapi menerima tugas dari 

Penyedia Jasa atau Kontraktor. Dalam hal ini jika terjadi kegagalan bangunan baik 

yang diakibatkan kesalahan perencana maupun kesalahan pelaksanaan proyek 

maka yang bertanggung jawab adalah Kontraktor utama tersebut.11 

Dalam dunia konstruksi, kontrak merupakan manifestasi dari prinsip Pacta 

Sun Servanda karena kontrak konstruksi mengandung sejumlah penafsiran, dimana 

setiap pihak yang terlibat dalam kontrak harus memahami posisi dan kapasitasnya 

dalam proses kontrak tersebut. Konsekuensi dari perjanjian yang dibuat adalah 

terikatnya para pihak yang terlibat untuk melaksanakannya dengan itikad baik.12 

 
 

10 Meria Utama, Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Kontrak Konstruksi, (Palembang: 
Unsri Press, 2018), hal. 9-10 

11 Yushar, Op. Cit, hal. 410 
12 Muhammad Syarif, Indra Ariani, Tukimun, Deselfia DNM Sahari, Dharwati Pratama 

Sari, Sulha, Hukum Kontrak Konstruksi, (Makassar: Tohar Media, 2024), hal. 1 
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Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat pengertian 

kontrak, yaitu ”Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian 

kontrak menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak lengkap, 

karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau 

lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama.13 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak 

melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga dari 

kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri 

memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. 

Dalam skala yang lebih luas kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua 

pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Jadi pada 

dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yang 

dimana berisi perjanjian yang diterbitkan bagi yang membuatnya. Kontrak tersebut 

terbentuk seperti suatu rangkaian kata yang berisi sebuah kesepakatan dan adanya 

kesanggupan.14 

Tujuan utama dari dibuatnya sebuah kontrak tentu adalah agar kesepakatan 

yang dibuat oleh kedua belah pihak saling mengikat secara hukum (legaly binding). 

Untuk itu sebuah kontrak haruslah memenuhi kriteria-kriteria sahnya sebuah 

kesepakatan menurut hukum yang berlaku. Selain itu, konsep yang harus dipegang 

 
 

13 Muhammad Saifuddin, Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Persfektif Filsafat, 
Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 
2012), hal. 22 

14 RR Dewi Anggraeni, Hukum Kontrak Bisnis, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021), 
hal. 3 
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dalam menjalankan kontrak adalah bahwa hak salah satu pihak merupakan 

kewajiban bagi pihak lainnya dan sebaliknya. Konsep ini disebut konsep kewajiban 

kontraktual. 

Dapat disebutkan bahwa pelaksanaan kontrak pada dasarnya merupakan 

pelaksanaan kewajiban kontraktual. Pihak pengguna jasa memiliki kewajiban 

utama yaitu melakukan pembayaran, sedangkan pihak penyedia jasa memiliki 

kewajiban ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan akhir konstruksi. Maka dari itu, 

dibutuhkan perhatian pada tahap pembentukan kontrak, kemudian pada proses 

pelaksanaan kontrak. 

Kontrak pengerjaan proyek bangunan antara penggunaan jasa dengan 

kontraktor dikenal dengan kontrak konstruksi. Di dalam kontrak konstruksi tersebut 

biasanya terdapat pengaturan tanggung jawab dari kontraktor yang meliputi 

tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Apabila jasa (kontraktor) lalai dalam 

mengerjakan tugasnya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi maka pihak 

pengguna jasa (bouwheer) dapat meminta pertanggungjawaban ganti rugi atau 

dituntut secara hukum.15 

Kegagalan bangunan dalam konteks hukum konstruksi diatur secara tegas 

dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang mendefinisikannya sebagai kondisi 

bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi 

teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keselamatan umum akibat 

kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan 

 
 

15 Alim Haq Jumareng, Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Konstruksi Atas Tindakan 
Wanprestasi Pada Proyek Pekerjaan Jembatan dan Bronjong di Desa Laikandonga Konawe Selatan, 
Halu Oleo Legal Research, Vol. 4, No. 1, (April 2022), hal. 68 
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konstruksi. Sebagai pembanding, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi mengatur bahwa kegagalan bangunan adalah kondisi tidak 

berfungsinya bangunan setelah berakhirnya masa pemeliharaan, yang disebabkan 

oleh kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan pekerjaan 

konstruksi. Perbandingan antara kedua ketentuan ini menunjukkan adanya 

pergeseran batas waktu tanggung jawab penyedia jasa, di mana dalam ketentuan 

terbaru, tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada saat serah terima akhir, 

tetapi juga mencakup masa setelah pekerjaan konstruksi diserahterimakan hingga 

berakhirnya masa pemeliharaan. 

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri 9 Angkola Julu 

di Kota Padangsidimpuan dengan anggaran Rp 4,9 miliar dilaporkan mangkrak. 

DPRD Sumatera Utara menyatakan bahwa proyek ini tidak selesai karena kondisi 

cuaca yang buruk, terutama hujan yang terus menerus. 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumut mengonfirmasi bahwa kontrak dengan 

penyedia jasa dihentikan karena pekerjaan tidak kunjung selesai meskipun telah 

diberikan keringanan waktu selama 90 hari. Progres pengerjaan saat pemutusan 

kontrak hanya mencapai 85%. Alasan lain dari mangkraknya proyek ini adalah 

ketidakmampuan penyedia jasa dan konsultan pengawas dalam menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik, yang menyebabkan pemutusan kontrak.16 

SMA Negeri Batu Bara mengalami masalah serupa, di mana bangunan 

sekolah tidak terawat dan dalam kondisi rusak. Siswa terpaksa belajar di sekolah 

 
 
 
 

16 Erris, DPRD Sumut temukan proyek mangkrak dan fiktif di Pemprov Sumut, Top Metro 
News, 2023, https://topmetro.news/172531/dprd-sumut-temukan-proyek-mangkrak-dan-fiktif-di- 
pemprovsu, diakses pada 02 Desember 2024 pukul 21.03 Wib. 
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lain karena akses yang sulit dan kondisi bangunan yang tidak layak digunakan.17 

Setelah kewenangan pendidikan SMA dan SMK dialihkan ke Pemerintah 

Provinsi Sumut pada tahun 2016, banyak sekolah seperti SMK Negeri Kecamatan 

Medang Deras tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang memadai, 

sehingga kondisinya memburuk, kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam 

pengelolaan pembangunan pendidikan di Sumatera Utara. 

Faktor-faktor seperti cuaca buruk, ketidakmampuan penyedia jasa, dan 

kurangnya perhatian dari pemerintah daerah berkontribusi pada kondisi mangkrak 

dan terlantar. Upaya untuk menyelesaikan masalah ini memerlukan audit dan 

penambahan anggaran untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan dapat 

berfungsi dengan baik. 

Atas permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi 

dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR ATAS 

PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN 

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN GEDUNG 

1.2 Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai gugatan wanprestasi terhadap 

kontraktor atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan 

perjanjian di Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa pembangunan Gedung di CV. 

Raja Sarana Perkasa? 

3. Bagaimana Tanggung jawab hukum Kontraktor atas pekerjaan kontruksi 
 

 
17Admin Tobapos, SMA Negeri Batu Bara terlantar, pembangunan SMAN 9 Angkola 

mangkrak, Tobapos, 2023, https://tobapos.co/sma-negeri-batu-bara-terlantar-pembangunan-sman- 
9- angkola-mangkrak/, diakses pada 02 Desember 2024 pukul 21.06 Wib 
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yang menyebabkan kegagalan penyelesaian Gedung di CV. Raja Sarana 

Perkasa? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi pembangunan Gedung di Indonesia 

2. Untuk mengetahuj penyelesaian sengketa pembangunan Gedung di kota 

Medan yang di Kelola CV. Raja Sarana Perkasa. 

3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum kontraktor atas pekerjaaan 

konstruksi yang menyebabkan kegagalan penyelesaian Gedung yang di 

kolola CV. Raja Sarana Perkasa. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil 

manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan 

proposal skripsi ini ialah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

ilmu pengetahuan kepada pembaca terutama mengenai Tanggung jawab hukum 

kontraktor atas pekerjaan konstruksi yang menyebabkan kegagalan penyelesaian 

pembangunan Gedung. 

2. Secara Praktis 
 

Bagi Penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih 

mendalam mengenai Tanggung jawab hukum kontraktor atas pekerjaan konstruksi 

yang menyebabkan kegagalan penyelesaian pembangunan Gedung. Penulisan ini 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. 
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1.5 Keaslian Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi 

dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi belum ada penelitian yang dilakukan 

dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan 

dengan topik dalam skripsi ini antara lain: 

1. Rizki Ananda Putri Siregar, Universitas Medan Area, 2016, judul: “Analisis 

Hukum Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Di Kota Medan 

(Studi Perjanjian Antara Dinas Bina Marga Dengan CV Gabmora)”, Adapun 

Rumusan Masalah : 

a. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian konstruksi di Indonesia? 
 

b. Bagaimana akibat hukum bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi 

( studi pada perjanjian konstruksi antara CV. Gabmora dengan Dinas Bina 

Marga Kota Medan). 

c. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan antara CV. Gabmora 

dengan Dinas Bina Marga Kota Medan 

2. Yuliawati Harahap, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, Judul: 

“Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Atas Kegagalan Bangunan 

(Studi Pada Pt. Swastika Nusa Persada)”, Adapun Rumusan Masalah : 

a. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja konstruksi proyek pembangunan 

gudang milik PT. Musim Mas? 

b. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan 

bangunan pada proyek pembangunan gudang PT. Musim Mas? 

3. Virgie Khalifathur Yenaldi, Universitas Sriwijaya, 2018, Judul : 

Pertanggungjawaban Kontraktor Atas Bangunan Yang Dikerjakanya Yang 
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Menimbulkan Kerugian Kepada Pihak Ketiga (Analisis Putusan Ma : 

No.962k/Pdt/2009), adapun Rumusan Masalah : 

a. Dalam hal bangunan, yang merupakan hasil pelaksanaan perkerja 

kontraktor yang menimbulkan kerugian pihak ketiga, apakah kontraktor ikut 

bertanggung jawab akibat kerugian tersebut ? 

b. Apakah perjanjian yang di buat kontraktor dengan pemilik bangunan yang 

melanggar IMB (izin mendirikan bangunan) di kategorikan sebagai sesuatu 

suatu perjanjian yang kpausanya tidak halal ? 

c. Apakah  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  No. 

76/pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut yang tidak menghukum Kontraktor untuk 

bertanggungjawab mengganti kerugian sudah tepat ? 

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul tanggung 

jawab hukum kontraktor atas pekerjaan konstruksi yang menyebabkan kegagalan 

penyelesaian pembangunan gedung memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum 
 

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) umum Bahasa Indonesia 

tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi 

apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan atau kewajiban terhadap 

segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak 

sendiri atau pihak lain.18 Sedangkan dalam kamus Hukum, “tanggung jawab adalah 

suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya.19 

Menurut hukum, tanggung jawab merujuk pada akibat atau konsekuensi dari 

kebebasan individu dalam melakukan perbuatan yang terkait dengan etika atau 

moral. Ini berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang 

dilakukannya dan menerima akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan standar 

etika dan moral yang berlaku.20 

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali 

dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan 

 
 
 
 
 

 
18 Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Gita MediaPress), hal. 619 
19 Zulkifly dan Jimmy, Kamus Hukum (Dictionary of Law), (Surabaya: Grahamedia Press) 

, 2012, hal.369 
20 Meidy Putri. Skripsi, Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Proses 

Pengurusan Dokumen Kependudukan Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan, (Jember:UNMUH , 2019), hal. 25 
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bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability 
 

adalah a liability which courts recognizw and enforce as between parties.21 
 

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu 

akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan 

kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan 

sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu 

tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.22 

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau 

lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk 

menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, 

setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan 

secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap 

harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan 

kekuasaan. 

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup 

manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila 

dikaji,tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari 

perbuatan pihak yang berbuat.23 

Konsep tanggug jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban 

hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu 

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung 

 
21 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 

55. 
22 Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang 

Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, (Juli-Desember 2014)hal. 
22 

23 Ibid 
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jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan Tanggung jawab hukum 

dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban 

kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas 

pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif 

adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan 

oleh orang lain.24 

2.1.2. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Hukum 
 

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk 
 

yaitu: 

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana 
 

Mengenai apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas dilakukannya 

perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh adalah Bertanggung jawab atas sesuatu 

perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena 

perbuatan itu. pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu 

telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu 

berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini 

dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.25 

Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban pidana pada 

hakikatnya mengandung makna Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak 

pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana 

mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya 

secara  obyektif  si  pembuat  telah  melakukan  tindak  pidana  (perbuatan 

 
24 Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2010), hal. 48. 
25 Krismiyarsi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual, (Demak: Pustaka Magister, 

2018), hal. 6-7 
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terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan 

secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut 

dipidana.26 

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata 
 

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban 

hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige 

daad). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat 

ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak 

dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak. 

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi 

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak 

yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian 

tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka 

dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu maka dapat dituntut 

pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.27 

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul 

ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. 

Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini 

berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para 

pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan 

 
26 Ibid 
27 Ade Sanjaya, “Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata 

Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya”, http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian- 
prestasi-wanprestasi.html, diakses pada 5 Desember 2024 pukul 14.28 Wib 
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kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena Undang-undang 

yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak 

didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh 

hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan 

kewajiban.28 

2.1.3. Prinsip Tanggung Jawab Hukum 
 

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan. 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau 

liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum 

pidana dan hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip 

ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara 

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan adalah unsur yang 

bertentangan dengan hukum, pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan 

undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.29 

Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan 

Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG, dan Pasal 1865 KUHPerdata, mengatakan bahwa 

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya 

hak atau peristiwa itu barang siapa yang mempunyai hak maka dia yang harus 

 
 

28 Y. Sari Murti Widiyastuti, Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata, (Yogyakarta: Cahaya 
Atma Pustaka, 2020), hal. 9 

29 Liya Sukmamulya, Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Akibat 
Penggunaan Bahan Klorin Terhadap Produk Pangan (Beras), Jurnal hukum Syiar Hukum ,Vol.12, 
No. 2 (Juli 2010), hal. 159 
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membuktikan hak itu dilanggar”. Persoalan yang harus diperjelas dalam prinsip ini, 

yang sebenarnya juga berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi 

tentang subjek pelaku kesalahan (Pasal 1367 KUHPerdata). Sedangkan dalam 

doktrin hukum dikenal asas vicarious liability dan corporate liability. Vicarious 

liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak 

lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada di bawah 

pengawasannya. Jika karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain, maka 

tanggungjawabnya beralih pada pemakai karyawan tersebut. Corporate liability 

adalah suatu lembaga (korporasi) yang menaungi suatu kelompok pekerja 

mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga dipekerjakannya.30 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. 
 

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertaggumg jawab 

sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada 

tergugat. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah 

seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan 

sebaliknya. Prinsip ini cukup relevan, jika digunakan dalam perlindungan 

konsumen karena yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahn itu ada dipihak 

pelaku usaha yang digugat.31 

3. Prinsip paraduga untuk tidak selalu bertanggungjawab. 
 

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat 

terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat 

dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan. 

Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa 

 

30 Ibid 
 ̀ 31 Ibid, hal. 159-160 
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dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang, oleh karena 

itu pengangkut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Prinsip praduga untuk 

tidak selalu bertanggung jawab ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, dan 

mengarah kepada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi, 

artinya kabin/bagasi tangan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya 

sepanjang bukti kesalahan pihak pengangkut dapat ditunjukan.32 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak. 
 

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung 

jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang 

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung 

jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada 

pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak menurut Seng Hansen merupakan 

salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability). Tanggung jawab 

perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan 

hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut. Prinsip tanggung 

jawab dengan pembatasan.33 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, misalnya dalam perjanjian cuci 

cetak film ditentukan, bila film yang ingin dicetak/dicuci itu hilang atau rusak 

(termasuk akibat kesalahpahaman petugas), maka konsumen hanya dibatasi ganti 

kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab 

ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya, 

misalnya dalam pengangkutan udara, yakni Pasal 17 Ayat (1) Protokol Guatemala 

1971, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan dikaitkan dengan tanggung 

 

32 Ibid. 
33 Seng Hansen, Manajemen Kontrak Konstruksi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014) 
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jawab mutlak , batas tanggung jawab pihak pengangkut untuk satu penumpang 
 

100.000 dolar Amerika Serikat (tidak termasuk biaya perkara), atau 120.000 dolar 

( termasuk biaya perkara).34 

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kontraktor 
 

2.2.1. Pengertian Kontraktor 
 

Pengertian kontraktor atau yang juga dikenal dengan istilah pelaksana 

konstruksi, merupakan penyedia jasa yang dinyatakan ahli yang profesional di 

bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya 

untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik 

lain.35 

Kontraktor disebut sebagai penyedia jasa kontruski, Pasal 1 angka (1) 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa 

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan 

konstruksi. 36 

Kontraktor secara umum sebuah badan atau lembaga atau orang yang 

mengupayakan atau melakukan aktifitas pengadaan, baik itu berupa barang atau 

jasa yang dibayar dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Kontraktor juga 

disebut sebagai orang atau pihak yang ada didalam perjanjian untuk menjalankan 

suatu pekerjaan yang didasari dari isi perjanjian yang dimenangkan dari pihak 

pemilik pekerjaan konstruksi.37 

 

 
34 Ibid. 
35 Rissa Angguna, Lendra, dan Veronika Happy P, Analisis Pelaksanaan Proyek Konstruksi 

Kontraktual Dengan Proyek Konstruksi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Proteksi 
(Proyeksi Teknik Sipil), Vol. 2, No. 2, (Juli, 2016) hal. 181-182. 

36 Dani Fajri, Skripsi: Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Pekerjaan 
Konstruksi Revitalisasi Jam Gadang, (Padang: Universitas Andalas, 2020), Hal. 17 

37 Ibid 
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Kontraktor merupakan pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik proyek. 

Kontraktor di Indonesia dapat digolongkan sebagai kontraktor kecil, menengah dan 

besar. Penggolongan kontraktor berkaitan dengan metode pemaketan pekerjaan. 

Pemaketan pekerjaan yang mempunyai skala besar dan mempunyai nilai kontrak 

yang relatif tinggi akan menarik kontraktor menengah dan besar. Sebaliknya bila 

pekerjaan dibagi-bagi dalam paket-paket kecil, maka akan lebih menarik kontraktor 

kecil yang berada di sekitar lokasi proyek.38 

Sedangkan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyebutkan hak-hak yang diterima oleh 

kontraktor: 

1) Memperoleh penjelasan pekerjaan. 
 

2) Melakukan Peninjauan lapangan apabila diperlukan. 
 

3) Mengajukan sanggahan terhadap penyusununan hasil lelang.39 
 

2.2.2. Hak dan Kewajiban kontraktor 
 

Hak dan Kewajiban Kontraktor menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 

2021 atau Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia 

adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Penyedia 

adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Penyedia 

wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: 

 
 
 
 

 
38 Nia Kartika, Adi Chandra Maulana, Analisis Penerapan Total Quality Manajemen (Tqm) 

Pada Perusahaan Kontraktor Dengan Pendekatan Metode Servqual Di Kota Sukabumi, Jurnal 
Ilmiah Santika, Vol. 8 No. 1, (Juni 2018), hal. 674-675 

39 Op. Cit, hal. 18 
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1. Hak Kontraktor 
 

a. Menerima pembayaran sebesar nilai kontrak dari pihak pemberi tugas. 
 

b. Mendapatkan uang muka down payment dari pihak pemberi borongan 

pekerjaan bangunan sesuai dengan yang diperjanjikan. 

c. Berhak menuntut tambahan biaya atas kenaikan harga barang atau jasa 

sehubungan dengan perkerjaan itu dengan syarat telah mendapat ijin dari 

pemberi borongan pekerjaan tentang klaim yang diajukan pihak 

pemborong. 

d. Mendapat pengarahan dan bimbingan dari pemberi tugas dalam 

melaksanakan pekerjaan pemborongan. 

e. Mencari tambahan dana dari pihak ketiga. 
 

f. kontraktor utama berhak untuk memberlakukan syarat-syarat dari 

perjanjian induk kepada subkontraktor yang berarti mengalihkan beban 

yang diwajibkan oleh pemberi tugas yang semula berlaku bagi kontraktor 

utama menjadi berlaku bagi subkontraktor. 

g. kontraktor dapat juga berhak atas pembayaran mengerjakan bangunan 

tersebut jika si pemberi tugas lalai untuk melakukan pemeriksaan dan 

menyetujui pekerjaan atau bendanya menjadi rusak karena cacat 

2. Kewajiban Kontraktor 
 

a. Pelaksanaan Kontrak. 

b. Kualitas barang/jasa. 

c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume. 

d. Ketepatan waktu penyerahan. 
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e. Ketepatan tempat penyerahan.40 
 

Jika tidak terpenuhinya prestasi (hak dan kewajiban), maka persoalan 

tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam isi 

kontrak yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, atau 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini berupa gugatan ganti 

kerugian atau gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam 

Hukum Acara Perdata di Indonesia.41 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Konstruksi 
 

2.3.1. Pengertian Konstruksi 

Konstruksi berasal dari bahasa Inggris Construction yang berarti 

meletakkan unsur bersama-sama secara sistematis. Dengan perkataan lain adalah 

suatu bentuk bangun yang terdiri dari unsur-unsur dan tersusun secara sistematis. 

Maka dari itu tujuan dari konstruksi adalah menjaga keutuhan bentuk sehingga kuat 

dan atau tidak berubah bentuknya. Sedangkan fungsi dari konstruksi adalah 

menahan berbagai macam gaya yang menimpa pada bangunan agar tidak 

mempengaruhi strukturnya. 42 

Konstruksi adalah suatu kesatuan dan rangkaian dari beberapa elemen yang 

direncanakan agar mampu menerima beban dari luar maupun berat sendiri tanpa 

mengalami perubahan bentuk yang melampaui batas persyaratan. Konstruksi 

merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah 

 
40 Moh. Ikfar, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Kon-Traktor Dalam Kontrak 

Pemborongan Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Legal Opinion, Vol.12 No. 2, 
(Agustus 2024), hal. 444 

41 Kartika Dewi Irianto, Radella Elfani, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak 
Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukit tinggi, Pagaruyung Law jurnal, Vol. 4, No. 1, 
(Juli 2020), hal. 137 

42 Hartiningsih, Konstruksi Bangunan Untuk Desain InterioR, (Yogyakarta: Badan Penerbit 
ISI Yogyakarta, 2016), hal. 2 
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bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan 

atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area.43 

Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan 

bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, Konstruksi Struktur 

Bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. contoh 

lain: Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan, Konstruksi Kapal, dan lain lain. 

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu 

bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya) Walaupun kegiatan konstruksi 

dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan 

satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.44 

2.3.2. Dasar Hukum Kontrak Konstruksi 
 

Dasar hukum penyelenggaraan pengadaan konstruksi di Indonesia, yakni 

sebagai berikut:45 

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 

Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Konstruksi sebagaimana diubah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 

 
 

43 Akbar Alfa, Industri Konstruksi Di Era Industri 4.0, Jurnal Bappeda, Vol. 4 No. 3, 
(Desember 2018), hal. 167-168 

44 Ibid 
45 Yogar Simamora, Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang 

dan Jasa Pemerintah di Indonesia, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017) hal. 219 
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2010. 
 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Pembinaan Jasa Konstruksi. 

2.3.3. Bentuk-bentuk Konstruksi 
 

Empat jenis kontrak yang disebut dalam Pasal 50 ayat 2 Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 yang pembedaannya didasarkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Cara pembayaran. 
 

b. Pembebanan tahunan anggaran 
 

b. Sumber pendanaan. 

c. Jenis pekerjaan. 
 

Kontrak yang didasarkan pada bentuk cara pembayaran dibedakan menjadi 

yakni kontrak lumpsum, kontrak harga satuan, kontrak presentase dan kontrak 

terima jadi (turn key). Kontrak yang didasarkan pembebanan tahun anggaran 

dibedakan menjadi kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Untuk kontrak 

berdasarkan sumber pendanaan terdapat kontrak pendanaan tunggal, kontrak 

pengadaan bersama, dan kontrak payung (framework contract). Sedangkan untuk 

kontrak didasarkan pada jenis pekerjaan dibedakan menjadi pengadaan pekerjaan 

tunggal dan pengadaan pekerjaan terintegrasi. 46 

Secara tradisional dalam kontrak konstruksi secara tegas dibedakan antara 

fungsi perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Dalam perkembangannya 

pelaksanaan jasa konstruksi dapat dilakukan dalam bentuk paket, dalam pengertian 

fungsi perencanaan dan pelaksanaan berada dalam satu perusahaan penyedia jasa.47 

 
 

46 Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah, (Semarang: Sinar Grafika, 2018), hal. 117. 

47 Yogar Simamora, Op. Cit, hal. 222. 
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Bentuk kontrak konstruksi dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:48 

 
1. Aspek Perhitungan Biaya 

 
a. Fixed Lump Sum Price 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi , kontrak kerja konstruksi dengan imbalan 

lump sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian atas seluruh pekerjaan 

dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta 

semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang 

sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi 

tidak berubah. Pada pekerjaan dengan bentuk Lump Sum, dalam hal terjadi 

pembetulan perhitungan perincian harga penawaran, karena adanya 

kesalahan aritmatik maka harga penawaran total tidak boleh diubah. 

Perubahan hanya boleh dilakukan pada salah satu atau volume atau harga 

satuan, dan semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik 

menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa, selanjutnya harga 

penawaran menjadi harga kontrak atau harga pekerjaan. 

b. Unit Price 
 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Kontrak Kerja 

Konstruksi dengan imbalan Harga Satuan merupakan kontrak jasa atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan 

harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan yang pasti dan tetap 

untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang 

 
 

48 I Gusti Agung Ayu Istri Lestari, Perbandingan Kontrak Konstruksi Indonesia Dengan 
Kontrak Konstruksi International, GaneÇ Swara, Vol. 7 No.2 (September 2013), hal. 65-67 
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volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume 

pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan Penyedia Jasa. 

2. Aspek Perhitungan Jasa 

 
a. Biaya Tanpa Jasa (Cost Without Fee) 

 
Biasanya bentuk kontrak ini terutama untuk pekerjaan yang bersifat sosial 

(charity purpose), contohnya adalah pembangunan tempat ibadah, yayasan 

sosial, panti asuhan dan sebagainya.49 

b. Biaya Ditambah Jasa (Cost Plus Fee) 
 

Dalam bentuk kontrak seperti ini, Penyedia jasa dibayar seluruh biaya untuk 

melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk 

presentasi dari biaya (misalnya 10%). Dalam hal ini tidak ada batasan 

mengenai besarnya biaya seperti batasan apa saja yang dapat dikategorikan 

sebagai biaya selain yang sudah jelas seperti biaya bahan, peralatan, alat 

bantu, upah, sewa, dan sebagainya seperti overhead Penyedia jasa.50 

c. Biaya ditambah Jasa Pasti (Cost Plus Fixed Fee) 
 

Bentuk kontrak seperti ini pada dasarnya sama dengan bentuk Kontrak Biaya 

Ditambah Jasa (Cost Plus Fee) sebagaimana diuraikan sebelumnya. 

Perbedaannya terletak pada jumlah imbalan (fee) untuk Penyedia Jasa. Dalam 

bentuk Kontrak Cost Plus Fee, besarnya imbalan/jasa Penyedia Jasa 

bervariasi tergantung besarnya biaya. Dengan demikian dalam kontrak ini 

sejak awal sudah ditetapkan jumlah imbalan/jasa Penyedia jasa yang pasti dan 

 

 
49 Syaiful Anwar, “Prinsip Dasar Kontrak Konstruksi dalam Perspektif Hukum Perdata,” Jurnal 
Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Vol. 5 No. 2, 2019. 
50 R. Ningsih, “Analisis Hukum Kontrak Cost Plus Fee dalam Proyek Konstruksi,” Jurnal Ilmu 
Hukum UMA, Vol. 6 No. 1, 2020. 
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tetap (fixed fee) walaupun biaya berubah.51 
 

3. Aspek Cara Pembayaran 

 
a. Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment) 

 
Dalam sistem atau cara pembayaran ini, prestasi penyedia Jasa dihitung setiap 

akhir bulan. Setelah prestasi tersebut diakui Pengguna Jasa maka Penyedia 

Jasa dibayar sesuai prestasi tersebut. Kelemahan cara ini adalah berapapun 

kecilnya prestasi penyedia jasa pada suatu bulan tertentu dia tetap harus 

dibayar. Hal ini sangat mempengaruhi prestasi pekerjaan yang seharusnya 

dicapai sesuai jadwal pelaksanaan sehingga dapat membahayakan waktu 

penyelesaian.52 

b. Cara Pembayaran atas Prestasi (Stage Payment) 
 

Dalam bentuk kontrak dengan sistem/cara seperti ini, pembayaran kepada 

penyedia Jasa dilakukan atas dasar prestasi yang dicapai dalam satuan waktu 

(bulanan). Biasanya besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase. Sering 

pula cara pembayaran seperti ini disebut pembayaran termin/angsuran. 

c. Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (Contractor’s Full Prefinanced) 

Dalam bentuk kontrak dengan sistem/cara pembayaran seperti ini, Penyedia 

Jasa harus mendanai dahulu seluruh pekerjaan sesuai kontrak. Setelah 

pekerjaan selesai 100% dan diterima pengguna jasa barulah penyedia jasa 

mendapatkan pembayaran sekaligus. Dapat saja pada saat itu yang dibayar 

Pengguna Jasa adalah sebesar 95% dari nilai kontrak karena yang 5% ditahan 

 

 
51 Zulkifli, “Penerapan Kontrak Cost Plus Fixed Fee dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” 
Jurnal Justitia, UMA, Vol. 7 No. 2, 2021. 
52 Hasibuan, “Sistem Pembayaran Bulanan dalam Kontrak Konstruksi: Analisis Hukum dan 
Risiko,” Jurnal Hukum & Pembangunan UMA, Vol. 8 No. 1, 2020. 
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(retention money) selama tanggung jawab atas cacat atau pembayaran penuh 

100%, tapi Penyedia Jasa harus memberikan jaminan untuk Masa Tanggung 

Jawab atau cacat, satu dan lain hal sesuai kontrak. 

4. Aspek Pembagian Tugas 

 
a. Bentuk Kontrak Konvensional 

 
Pembagian tugasnya sederhana, yaitu Pengguna Jasa menugaskan Penyedia 

Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut sudah dibuat 

rencananya oleh pihak lain, tinggal melaksanakannya sesuai kontrak. 

Beberapa bagian pekerjaan dapat diborongkan kepada Sub Penyedia Jasa. 

Sebagai pengawas biasanya Pengguna Jasa menunjuk apa yang biasa disebut 

Direksi pekerjaan atau Pimpinan Proyek. Di kalangan dunia barat disebut 

Architect atau Engineer.53 

b. Bentuk Kontrak Spesialis 
 

Pada kontrak ini Pengguna Jasa membagi-bagi kontrak beberapa buah 

berdasarkan bidang pekerjaan khusus/spesial seperti: pekerjaan fondasi 

(substrukture) dikontrakkan kepada Penyedia Jasa A, pekerjaan bangunan 

atas (super structure) diberikan kepada Penyedia Jasa B, pekerjaan mekanikal 

dan elektronikal diserahkan kepada Penyedia Jasa C, pekerjaan Sewerage dan 

sewage kepada Penyedia Jasa D dst. Semua Penyedia Jasa menandatangani 

kontrak langsung dengan Pengguna Jasa. Disini tak ada Penyedia Jasa utama, 

semua sama-sama sebagai Penyedia Jasa yang masing-masing punya 

keahlian khusus, karena itulah disebut Kontrak Spesialis. 

 
 

53 Siregar, “Model Kontrak Konvensional dalam Pekerjaan Konstruksi,” Jurnal Hukum UMA, Vol. 
5 No. 1, 2019. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/6/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nabila Emi Parhany Dalimunthe - Tanggung Jawab Hukum Kontraktor atas Pekerjaan ....



30  

c. Bentuk Kontrak Rancang Bangun (Design Contruct/Build, Turnkey) 

Dalam suatu Kontrak Rancang Bangun, Penyedia jasa memiliki tugas 

membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus 

melaksanaannya dalam satu kontrak konstruksi. Jadi, Penyedia Jasa tersebut 

selain mendapat pembayaran atas pekerjaan konstruksi (termasuk imbalan 

jasanya), dia mendapatkan pula imbalan jasa atas pembuatan rencana/design 

proyek tersebut.54 

d. Bentuk kontrak Engineering, Procurement dan Construction (EPC) 

Kontrak ini sesungguhnya adalah juga bentuk kontrak rancang bangun yang 

dikenal dengan istilah Design Build/Turnkey untuk pekerjaan konstruksi 

sipil/bangunan gedung sedangkan kontrak EPC dimaksudkan untuk 

pembangunan pekerjaan-pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi, dan 

petrokimia. 

e. Bentuk Kontrak BOT/BLT 
 

Sesungguhnya bentuk kontrak ini merupakan pola kerja sama antara Pemilik 

Tanah/Lahan dan Investor yang akan menjadikan lahan tersebut menjadi satu 

fasilitas untuk perdagangan , hotel, resort atau jalan tol, dan lain-lain. Terlihat 

disini kegitan yang dilakukan oleh investor dimulai dari membangun fasilitas 

sebagaimana dikehendaki Pemilik lahan/Tanah. Inilah yang diartikan dengan 

Build (B). Setelah pembangunan fasilitas selesai, Investor diberi hak untuk 

mengelola dan memungut hasil dari fasilitas tersebut selama kurun waktu 

tertentu.  Inilah  diartikan  dengan  Operate  (O).  Setelah  masa 

 
54 Lubis, “Konsep Design and Build dalam Perspektif Hukum Konstruksi,” Jurnal Hukum & 
Pembangunan UMA, Vol. 8 No. 1, 2020. 
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pengoperasiannya selesai, fasilitas tadi dikembalikan kepada Pengguna Jasa. 

Inilah arti T (Transfer), sehingga disebut Kontrak Build, Operate and 

Transfer (BOT). Bentuk kontrak Build, Lease, Transfer (BLT) Build sedikit 

berbeda dengan bentuk BOT. Disini setelah selesai fasilitas dibangun (Build), 

Pemilik fasilitas seolah menyewa fasilitas yang baru dibangun untuk suatu 

kurun waktu (Lease) kepada investor untuk dipakai sebagai angsuran dari 

investasi yang sudah ditanam, atau fasilitas itu bisa juga disewakan kepada 

pihak lain. Tentunya untuk ini diperlukan Perjanjian sewa (Lease Agrement). 

Setelah masa sewa berakhir, fasilitas dikembalikan kepada pemilik fasilitas 

(Transfer)55 

f. Bentuk Swakelola (Force Account) 
 

Sesungguhnya swakelola bukanlah suatu bentuk kontrak karena pekerjaan 

dilaksanakan sendiri tanpa memborongkannya kepada Penyedia Jasa. Bentuk 

ini biasa pula disebut Eigen Beheer. Swakelola adalah suatu tindakan Pemilik 

Proyek yang melibatkan diri dan bertanggung jawab secara langsung dalam 

pelaksanaan proyek tersebut.56 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kegagalan Bangunan 
 

2.4.1 Pengertian Kegagalan Bangunan 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangunan adalah sesuatu yang 

didirikan atau sesuatu yang dibangun seperti rumah, gedung, dll. Menurut Undang- 

undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

 
55 Sembiring, “Kerjasama BOT/BLT dalam Perspektif Hukum Investasi,” Jurnal Hukum UMA, 
Vol. 5 No. 2, 2019. 
56 Ginting, “Pelaksanaan Swakelola dalam Proyek Pemerintah,” Jurnal Ilmu Hukum UMA, Vol. 6 
No. 1, 2020. 
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dan Pemerintah Daerah Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. 

Bangunan adalah merupakan perpaduan beberapa dari beberapa bahan dan 

konstruksi sehingga dapat berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Bangunan 

(khususnya rumah tempat tinggal) berfungsi untuk melindungi dan menjaga 

penghuninya dari segala macam bahaya dan kondisi (keadaan alam) yang tidak 

menyenangkan.57 

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:58 

 
a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan 

b. Jalan tol 

c. Kolam renang 
 

d. Pagar mewah 
 

e. Tempat olah raga 
 

f. Galangan kapal dermaga 
 

g. Taman mewah 
 

h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak. 
 

Menurut Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 Pasal 34 bahwa 

Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik 

secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan 

kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia 

Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. 

 
 

57 Zulkifli Matondang, Rachma T Mulyana, Konstruksi Bangunan Gedung, (Medan: 
Unimed Press, 2012), hal. 1 

58 Julia Filia Kolatung, Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di 
Kota Manado, Jurnal EMBA, Vol. 9 No. 2, (April 2021), hal. 1009 
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2.4.2 Bentuk Kegagalan Bangunan 
 

Dalam dunia konstruksi, istilah “kegagalan bangunan” tidak hanya merujuk 

pada peristiwa runtuhnya struktur secara total, tetapi mencakup berbagai kondisi 

yang menyebabkan bangunan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi, kegagalan bangunan adalah kondisi bangunan yang tidak berfungsi 

baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan 

kerja, dan keselamatan umum setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi akibat 

kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa (PP No. 29 Tahun 2000 Pasal 34)¹. 

Bentuk kegagalan bangunan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori utama 

yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap penggunaan dan 

kelayakan bangunan: 

1. Kegagalan Struktural 
 

Kegagalan ini merupakan bentuk kegagalan paling serius, karena 

melibatkan keruntuhan atau ketidakstabilan struktur utama bangunan, seperti balok, 

kolom, dinding penahan, atau pondasi. Kerusakan struktural dapat disebabkan oleh 

kesalahan dalam desain perhitungan teknis oleh konsultan perencana, kesalahan 

dalam pemilihan material bangunan yang tidak memenuhi standar SNI (Standar 

Nasional Indonesia), atau pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi 

teknis.59 Akibat dari kegagalan struktural ini sering kali membahayakan 

keselamatan jiwa pengguna bangunan, sehingga kontraktor sebagai pelaksana 

utama dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. 

2. Kegagalan Fungsional 

 
59 Yuliawati Harahap, Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi atas Kegagalan 
Bangunan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. 
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Kegagalan fungsional terjadi ketika bangunan tidak dapat digunakan sesuai 

dengan tujuan perencanaannya. Misalnya, gedung sekolah yang dibangun namun 

tidak memiliki ventilasi memadai, sistem drainase buruk, atau tidak adanya 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Meskipun secara visual bangunan tampak 

selesai, namun dari sisi fungsi dan kenyamanan penggunaan, bangunan tersebut 

tidak memenuhi standar yang ditentukan. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya 

koordinasi antara perancang, pelaksana, dan pengguna jasa.60 

3. Kegagalan Non-Struktural (Teknis Minor) 
 

Kegagalan ini tampak dalam bentuk kerusakan ringan seperti retakan 

rambut (hairline cracks) pada dinding, kebocoran atap, permukaan lantai yang 

bergelombang, atau cat yang cepat mengelupas. Walaupun tidak membahayakan 

struktur secara langsung, kegagalan ini tetap mempengaruhi kualitas bangunan dan 

kenyamanan pengguna. Penyebab umum dari kegagalan ini adalah penggunaan 

bahan bangunan yang tidak berkualitas, proses pengerjaan yang terburu-buru, atau 

pengawasan proyek yang lemah.61 

4. Kegagalan Akibat Perubahan Desain Sepihak 
 

Dalam beberapa kasus, kegagalan juga bisa disebabkan oleh perubahan 

desain yang dilakukan secara sepihak oleh pengguna jasa tanpa adendum kontrak 

yang sah. Misalnya, permintaan penambahan ruang atau perubahan tata letak saat 

proses konstruksi sedang berjalan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan 

rencana awal dan berpotensi mengganggu struktur bangunan. Hal ini tidak hanya 

 
 

60 Virgie Khalifathur Yenaldi, Pertanggungjawaban Kontraktor atas Bangunan yang 
Dikerjakannya yang Menimbulkan Kerugian kepada Pihak Ketiga, Skripsi Fakultas Hukum 
Universitas Sriwijaya, 2018. 
61 Rizki Ananda Putri Siregar, Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Pembangunan 
Jalan di Kota Medan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2016. 
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berisiko dari sisi teknis, tetapi juga berdampak pada ketidakjelasan tanggung jawab 

apabila terjadi kerusakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegagalan 

bangunan tidak hanya bersifat teknis dan kasat mata, tetapi juga mencerminkan 

kelemahan dalam manajemen proyek secara keseluruhan, termasuk di dalamnya 

tanggung jawab kontraktor. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap 

bentuk-bentuk kegagalan ini sangat penting agar setiap aktor dalam proyek 

konstruksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan 

sesuai dengan hukum yang berlaku. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

3.1.1. Waktu Penelitian 
 

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah 

dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline. 

Tabel kegiatan skripsi 
 
 

 
 
 

 
No 

 
 

 
Kegiatan 

Bulan 

 
Juni 

2024 

 
Januari 

2025 

 
Februari 

2025 

 
Maret 

2025 

 
Mei 

2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Pengajuan 

Judul 

                    

2. 
Seminar 

Proposal 

                    

3. Penelitian                     

 
4. 

Penulisan dan 

Bimbingan 

Skripsi 

                    

5. Seminar Hasil                     

6. 
Sidang Meja 

Hijau 
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3.1.2. Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini diadakan di CV. Raja Sarana Perkasa Contractor & Material 

Supply, Jl. Denai, Gg. Usman, No. 01, Kel. Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan 

Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. 

3.2. Metodologi Penelitian 
 

3.2.1. Jenis Penelitian 
 

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, yakni penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) 

yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi 

hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.62 

Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan 

hukum yang berupa peraturan perundang- undangan dan prinsip hukum, teori 

hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.63 

3.2.2. Jenis Data 
 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang 

merupakan data utama dalam pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif memfokuskan analisis pada bahan-bahan hukum yang bersumber dari 

literatur, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan. 

Tujuannya adalah untuk mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku, asas-asas 

hukum yang relevan, dan teori-teori hukum yang mendukung argumentasi dalam 

penelitian. 

 
 

 
62 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum, (Surakarta: 

Oase Pustaka, 2020), Hal. 29-30. 
63 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47 
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Data sekunder dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian hukum 

normatif, yaitu menelusuri logika hukum yang berlaku dalam menjawab 

permasalahan penelitian. Dalam konteks ini, data sekunder memungkinkan peneliti 

untuk menganalisis substansi hukum secara mendalam tanpa harus mengandalkan 

data empiris dari lapangan. 

Namun demikian, untuk memperkuat analisis normatif yang dilakukan, 

penelitian ini juga menggunakan data tambahan berupa hasil wawancara terbatas 

dengan Kepala CV Raja Sarana Perkasa. Kemudian diolah kembali oleh peneliti 

yang berhubungan dengan penerapan pasal dalam menangani Tanggung Jawab 

Hukum Kontraktor Atas Pekerjaan Konstruksi Yang Menyebabkan Kegagalan 

Penyelesaian Pembangunan Gedung serta permasalahan-permasalahan yang 

menjadi objek penelitian, yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer 
 

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang 

berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).64 

b. Bahan hukum sekunder 
 

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 

yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku 

teks, jurnal ilmiah, dan berita internet.65 

c. Bahan hukum tersier 
 
 
 
 
 

 
64 Ibid, Hal. 67 
65 Ibid, Hal. 68 
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Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan 

lain-lain.66 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 
 

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini 

adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) Adalah pengkajian informasi 

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah: 

a. Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut 

perundang-undangan. 

b. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi). 
 

c. Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, 

konvensi. 

d. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum. 
 

e. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum 

yang dimuat dalam jurnal hukum. 

f. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang 

termuat dalam media cetak.67 

2. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan penelitian 

langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada 

 
66 Ibid 
67 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal. 

65-66 
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pengadilan negeri binjai. Dimana dengan mengambil data melalui 

melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan 

judul skripsi Tanggung Jawab Hukum Kontraktor Atas Pekerjaan 

Konstruksi Yang Menyebabkan Kegagalan Penyelesaian Pembangunan 

Gedung. 

3.2.4. Analisis Data 
 

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah hasil 

penelitian untuk menjadi sebuah laporan. Analisis data merupakan kegiatan dalam 

penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data 

yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara 

sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat 

berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar 

dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran 

sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.68 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. 

Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan 

analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel 

pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya 

akan disajikan secara deskriftif sesuai dengan data yang diperoleh. 

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya 

dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yang akan 

dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban 

yang pasti dan juga hasil yang akurat. 

 
68 Ibid, Hal.93 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Setelah dilakukan penelitian hukum normatif terhadap persoalan tanggung 

jawab kontraktor dalam kasus kegagalan penyelesaian pembangunan gedung, serta 

didukung wawancara dengan pihak pelaku jasa konstruksi (kontraktor) dan analisis 

terhadap peraturan perundang-undangan terkait, maka penulis menarik beberapa 

kesimpulan yang dapat menggambarkan secara utuh jawaban atas rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 

1. Tanggung jawab hukum kontraktor atas pekerjaan konstruksi yang 

menyebabkan kegagalan penyelesaian pembangunan gedung pada 

dasarnya merupakan tanggung jawab berdasarkan perikatan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1233 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Kontraktor sebagai 

pihak dalam kontrak kerja wajib memenuhi prestasi sebagaimana yang 

disepakati dalam perjanjian kerja konstruksi. Apabila gagal melaksanakan 

pekerjaan sesuai waktu, mutu, dan biaya yang ditentukan, maka kontraktor 

dapat dinyatakan wanprestasi. Dalam hal ini, tanggung jawab kontraktor 

bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum 

seperti pemberian ganti rugi, denda keterlambatan (liquidated damages), 

atau bahkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tanggung jawab 

ini juga berlaku dalam masa pemeliharaan atau masa jaminan, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 UU tersebut. 

2. Faktor penyebab kegagalan penyelesaian pembangunan gedung oleh 
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kontraktor sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai 

kelalaian teknis. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pustaka, 

ditemukan bahwa faktor-faktor seperti cuaca ekstrem (force majeure), 

keterlambatan pengadaan bahan material, ketidakmampuan tenaga kerja, 

perubahan desain dari pemberi kerja tanpa adendum kontrak, serta 

manajemen proyek yang tidak tertib turut menjadi penyebab utama 

kegagalan penyelesaian pembangunan. Beberapa dari faktor tersebut dapat 

dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa yang membebaskan kontraktor 

dari tanggung jawab, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kontraktor telah 

menjalankan prinsip kehati-hatian dan tidak lalai dalam melakukan upaya 

antisipasi. 

3. Upaya penyelesaian sengketa dan evaluasi terhadap tanggung jawab 

hukum kontraktor dalam praktik lapangan umumnya diselesaikan melalui 

mekanisme non-litigasi, seperti mediasi dan musyawarah mufakat, 

sebagaimana direkomendasikan dalam Pasal 88 dan 89 UU Jasa 

Konstruksi. Penyelesaian secara damai seringkali dipilih untuk menjaga 

hubungan kerja antara penyedia dan pengguna jasa. Namun, apabila tidak 

tercapai kesepakatan, maka dapat dilanjutkan ke jalur arbitrase atau litigasi 

di pengadilan. Evaluasi terhadap tanggung jawab juga dilakukan oleh 

kontraktor melalui audit internal, dokumentasi pelaporan pekerjaan, dan 

peninjauan ulang sistem manajemen proyek sebagai bagian dari upaya 

mempertahankan profesionalisme dan menghindari pelanggaran hukum di 

masa mendatang. 
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Dengan demikian, tanggung jawab hukum kontraktor dalam pekerjaan 

konstruksi merupakan tanggung jawab yang melekat secara hukum sejak awal 

perjanjian ditandatangani hingga masa pemeliharaan selesai. Kegagalan 

penyelesaian pembangunan bukan hanya mengakibatkan kerugian material, tetapi 

juga berimplikasi pada reputasi dan keberlanjutan usaha jasa konstruksi itu sendiri. 

5.2 Saran 
 

Sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap praktik jasa konstruksi dan 

pembentukan kebijakan hukum, penulis memberikan beberapa saran yang bersifat 

konstruktif dan aplikatif bagi berbagai pihak terkait: 

1. Kepada para kontraktor (penyedia jasa konstruksi), diharapkan agar 

memiliki pemahaman hukum yang baik terhadap isi kontrak kerja 

konstruksi dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait jasa 

konstruksi. Kontraktor seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaksanaan 

teknis proyek, tetapi juga perlu memahami konsekuensi hukum dari setiap 

kegagalan atau kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, perlu 

dibangun sistem dokumentasi proyek yang sistematis dan akuntabel, seperti 

laporan harian, progress mingguan, notulen rapat, serta foto dan video 

kegiatan lapangan, agar dapat menjadi bukti yang sah jika suatu saat 

dipersengketakan. 

2. Kepada pemberi kerja atau pengguna jasa konstruksi, disarankan untuk 

tidak melakukan perubahan desain proyek secara sepihak selama 

pelaksanaan proyek berlangsung, karena hal ini dapat mengganggu 

stabilitas kontrak dan menyulitkan kontraktor dalam menjalankan 

kewajibannya. Jika perubahan diperlukan, sebaiknya dituangkan dalam 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/6/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nabila Emi Parhany Dalimunthe - Tanggung Jawab Hukum Kontraktor atas Pekerjaan ....



68  

adendum kontrak yang disepakati bersama. Pemberi kerja juga perlu 

memberikan waktu yang cukup bagi kontraktor untuk melakukan 

perencanaan yang matang dan tidak hanya menekan penyelesaian proyek 

dalam waktu cepat dengan anggaran yang tidak realistis. 

3. Kepada pemerintah sebagai pembina dan pengawas jasa konstruksi, 

diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan proyek-proyek konstruksi, baik proyek pemerintah maupun 

swasta. Pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi tenaga kerja 

konstruksi, kepatuhan terhadap standar mutu, dan audit reguler terhadap 

badan usaha jasa konstruksi sangat penting agar mencegah terjadinya 

proyek gagal atau mangkrak. Pemerintah juga perlu memperluas sosialisasi 

mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi secara non-litigasi, 

termasuk melalui lembaga arbitrase yang efisien, murah, dan adil. 

4. Kepada akademisi dan peneliti hukum, diharapkan untuk terus 

mengembangkan kajian mengenai tanggung jawab hukum dalam sektor 

konstruksi, tidak hanya terbatas pada aspek perdata tetapi juga mencakup 

ranah pidana (jika terjadi kelalaian berat yang mengakibatkan kerugian 

besar atau korban jiwa), hukum lingkungan (jika proyek berdampak 

ekologis), serta hukum tata usaha negara (jika terkait pengadaan barang dan 

jasa pemerintah). Penelitian juga dapat diarahkan pada analisis 

perbandingan sistem hukum tanggung jawab kontraktor antara Indonesia 

dan negara lain untuk memperkaya wawasan reformasi hukum konstruksi 

di Indonesia. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

Surat pengantar permohonan pengambilan data/riset dan wawancara di CV. Raja 

Sarana Perkasa 
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LAMPIRAN 3 

Foto dan Wawancara Bersama Bapak Roni Sahputra Siregar selaku Manager 

Keuangan CV. Raja Sarana Perkasa 
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LAMPIRAN 4 

 
Foto Bersama Bapak Budi Irwansyah sebagai Direktur CV. Raja Sarana Perkasa 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama Peneliti : Nabila Emi Parhany Dalimunthe 

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Kontraktor atas Pekerjaan 

Konstruksi yang Menyebabkan Kegagalan 

Penyelesaian Pembangunan Gedung 

Nama Narasumber : Roni Sahputra Siregar 

Jabatan : Manager Keuangan CV. Raja Sarana Perkasa 

Lama bekerja : 
 
 

1. Apa pandangan Bapak/Ibu terhadap peran kontraktor dalam menjamin 

keberhasilan penyelesaian proyek konstruksi, khususnya gedung sekolah 

atau fasilitas publik? 

Jawaban: Peran kontraktor sangat penting dan bersifat sentral. Kami 

percaya bahwa kontraktor harus bertanggung jawab penuh mulai dari tahap 

awal pelaksanaan hingga penyelesaian 100% pekerjaan. Keberhasilan 

proyek bukan hanya pada bangunannya selesai, tetapi juga harus tepat mutu, 

waktu, dan sesuai spesifikasi teknis. Setau saya juga secara hukum Pasal 27 

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga menegaskan bahwa 

penyedia jasa kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. 

 
2. Bagaimana prosedur CV Raja Sarana Perkasa dalam menyusun dan 

melaksanakan kontrak konstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Jasa Konstruksi? 

Jawaban: Dalam menyusun kontrak kami berpegang pada prinsip keadilan, 

kesetaraan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Kami 

juga merujuk pada standar kontrak yang disarankan dalam peraturan 

perundang-undangan, seperti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bila proyek 

bersumber dari APBN/APBD). Kontrak konstruksi harus memuat dengan 

jelas hal-hal pokok seperti ruang lingkup pekerjaan, harga, waktu 

pelaksanaan, standar mutu, serta klausul penyelesaian sengketa. 
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3. Apa bentuk tanggung jawab hukum yang paling sering dihadapi kontraktor 

ketika terjadi keterlambatan atau kegagalan penyelesaian proyek? 

Jawaban: Biasanya yang paling sering adalah kewajiban membayar denda 

keterlambatan atau ganti rugi kepada pengguna jasa. Dalam kontrak sudah 

jelas disebutkan penalti jika terjadi keterlambatan, baik karena kelalaian 

maupun sebab lainnya. Sesuai KUHPerdata Pasal 1243, apabila salah satu 

pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka dapat dituntut ganti 

kerugian setelah diberi peringatan Ini berlaku dalam praktik kontrak 

konstruksi, terutama jika penyebab keterlambatan adalah kelalaian 

kontraktor. 

 
4. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, faktor-faktor apa saja yang paling 

dominan menyebabkan kegagalan penyelesaian pembangunan gedung? 

(misalnya cuaca, tenaga kerja, pengawasan, atau aspek hukum) 

Jawaban: Salah satu faktor utama adalah kondisi cuaca ekstrem atau 

bencana alam yang tidak diantisipasi sejak awal. Kalau dalam perencanaan 

tidak ada mitigasi terhadap cuaca, maka akan sangat mempengaruhi 

timeline pelaksanaan. Selain itu, ada juga faktor dari tenaga kerja dan 

keterlambatan bahan, tapi cuaca adalah yang paling berat diatasi. Namun, 

secara hukum, kontraktor tetap bisa dibebaskan dari tanggung jawab apabila 

faktor-faktor tersebut masuk dalam kategori force majeure sesuai ketentuan 

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, asalkan dapat dibuktikan bahwa 

keterlambatan terjadi bukan karena kelalaian. 

 
5. Bagaimana perusahaan menyikapi ketentuan Pasal 34 PP No. 29 Tahun 

2000 tentang kegagalan bangunan akibat kesalahan penyedia jasa? 

Jawaban: Kami sadar bahwa tanggung jawab itu ada di pihak kontraktor. 

Karena itu, kami berkomitmen penuh untuk memastikan semua tahapan 

teknis pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi. Mulai dari manajemen tenaga 

kerja, alat, bahan, hingga pengawasan, semua harus sesuai standar. Ketika 

terjadi kegagalan, kontraktor memang harus siap 

mempertanggungjawabkannya. 
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6. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara kontraktor, konsultan 

pengawas, dan pemilik proyek dilakukan untuk mencegah kesalahan 

pelaksanaan? 

Jawaban: Kami selalu menjadwalkan rapat koordinasi secara rutin, baik 

mingguan maupun bulanan. Semua pihak terlibat: pengguna jasa, konsultan 

pengawas, dan pelaksana lapangan. Di forum tersebut, kami bahas progres, 

kendala teknis, serta rencana ke depan agar pelaksanaan tetap sesuai 

rencana. Koordinasi ini juga merupakan bagian dari kewajiban kontraktual 

sebagaimana tercantum dalam kontrak konstruksi. Komunikasi yang efektif 

mencegah kesalahpahaman yang dapat memicu sengketa. 

7. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, bagaimana prosedur 

pengajuan perpanjangan waktu atau justifikasi yang dilakukan oleh 

kontraktor? 

Jawaban: Kami akan identifikasi terlebih dahulu apakah keterlambatan 

disebabkan oleh kesalahan internal atau faktor eksternal. Kemudian kami 

ajukan permohonan perpanjangan waktu secara tertulis dengan bukti-bukti 

pendukung, seperti laporan cuaca, revisi desain, atau logistik. Kalau secara 

hukum menurut kami permohonan tersebut merupakan bentuk pembelaan 

terhadap potensi wanprestasi, dan penting dicantumkan dalam adendum 

kontrak agar tidak menimbulkan sengketa. 

 
8. Apa pendekatan yang dilakukan CV Raja Sarana Perkasa dalam 

menghindari tuntutan ganti rugi atau gugatan wanprestasi dari pengguna 

jasa? 

Jawaban: Kami pastikan bahwa semua ketentuan kontrak disusun secara 

rinci dan tegas. Selain itu, dokumentasi setiap tahapan pekerjaan kami 

arsipkan dengan baik, agar jika muncul sengketa, kami punya dasar 

pembelaan. Monitoring internal juga dilakukan rutin. Dalam hukum 

kontrak, kejelasan klausul merupakan salah satu bentuk perlindungan 

hukum preventif terhadap risiko wanprestasi. Semakin jelas isi kontrak, 

semakin kecil peluang konflik. 
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9. Apakah perusahaan pernah melakukan evaluasi atau audit internal terhadap 

proyek yang gagal atau tidak selesai tepat waktu? Jika ya, seperti apa 

metode analisis yang digunakan? 

Jawaban: Ya, kami rutin melakukan evaluasi, terutama pascaproyek. Kami 

gunakan pendekatan project audit, di mana setiap komponen proyek ditinjau 

ulang: perencanaan, pelaksanaan, sumber daya, dan hasil akhir. Evaluasi ini 

penting untuk perbaikan di masa depan. Hasil evaluasi ini juga penting 

sebagai bentuk due diligence perusahaan dalam memenuhi prinsip kehati- 

hatian (prudence) dan tanggung jawab profesional. 

 
10. Jika terjadi sengketa hukum akibat kegagalan proyek, apakah perusahaan 

lebih memilih penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non- 

litigasi (mediasi)? Mengapa? 

Jawaban: Kami selalu mengedepankan penyelesaian non-litigasi seperti 

mediasi atau negosiasi. Litigasi itu mahal dan memakan waktu. Lagi pula, 

hubungan bisnis lebih baik dijaga melalui komunikasi yang terbuka. Prinsip 

ini sejalan dengan amanat Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 yang 

menyarankan penyelesaian sengketa jasa konstruksi terlebih dahulu melalui 

upaya alternatif, sebelum menempuh jalur pengadilan. 

LAMPIRAN 5 
 

Pedoman wawancara dan hasil wawancara 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 8/6/26 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nabila Emi Parhany Dalimunthe - Tanggung Jawab Hukum Kontraktor atas Pekerjaan ....



83  

 
 

 
LAMPIRAN 6 

 
Berita acara denda 13 Hari 
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LAMPIRAN 7 

 
Surat perjanjian kontrak satuan 
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